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LANDASAN TEORI
A. Penelitian Terdahulu
Jurnal penelitian yang ditulis oleh Pranata Yudha (2013) yang
berjudul “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat
Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan”. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, data
yang digunakanberupa time series (tahun 2009-2011) dan cross section
(33 provinsi di Indonesia). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan
jurnal sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah metode
analisis regresi linier data panel dengan metode FEM digunakan alat bantu
software Eviews 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kemiskinan, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kemiskinan, pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kemiskinan di Indonesia.
Jurnal penelitian yang ditulis oleh Istifaiyah (2015) yang berjudul
“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan
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Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan (studi kasus
gerbangkertasusila)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terbuka
terhadap tingkat kemiskinan di gerbangkertasusila. Alat analisis yang
digunakan adalah regresi data panel yang mencakup tujuh Kabupaten/Kota
di gerbangkertasusila selama kurun waktu lima tahun dengan bantuan
software E-views 7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di
gerbangkertasusila adalah pertumbuhan ekonomi dan upah minimum.
Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat
kemiskinan di Gerbangkertasusila.
Dewangga Putra (2011) meneliti tentang “Analisis Pengaruh
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di
Provinsi Jawa Timur” dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh dari ketimpangan distribusi pendapatan, yang diukur
menggunakan Indeks Gini dan Indeks Williamson, terhadap jumlah
penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik Provinsi
Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda
dan Log linier dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah
sebagai variabel dependen dan dua variabel independen yaitu, Indeks Gini
dan Indeks Williamson sebagai alat ukur ketimpangan distribusi
pendapatan. Melalui regresi dapat diperoleh hasil bahwa jumlah penduduk
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miskin Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi secara siginifikan oleh tingkat
ketimpangan pendapatan distribusi pendapatan yang diukur menggunakan
Indeks Williamson (dengan nilai 1,834) dan Indeks Gini (dengan nilai
0,477) maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Williamson lebih
berpengaruh dibanding Indeks Gini.
Tabel 2.1
Penelitian terdahulu
NO Nama dan judul
penelitian
Alat
analisis
Hasil penelitian
1. Lailatul Istifaiyah (2015)
Analisis pengaruh
pertumbuhan ekonomi,
upah minimum dan
pengangguran terbuka
terhadap tingkat
kemiskinan (studi kasus
gerbangkertasusila)
Model
Regresi
Data Panel
Dari variabel-variabel
tersebut hasil
pertumbuhan ekonomi
berpengaruh terhadap
tingkat kemiskinan, untuk
upah minimum harus
tetap diberlakukan dan
tingkat upahnya
dinaikkan sesuai KHL
untuk melindungi pekerja
dan tingkat pengangguran
yang masih tinggi
membutuhkan upaya
yang serius untuk
menurunkannya.
2. Linggar Dewangga Putra
(2011) Analisis pengaruh
ketimpangan distribusi
Model
regresi
linier
Dari perhitungan regeresi
diketahui bahwa indeks
gini dan indeks
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pendapatan terhadap
jumlah penduduk miskin
di Provinsi Jawa Tengah
Berganda
dan Log
linier
williamson menunjukkan
pengaruh yang positif
terhadap jumlah
penduduk miskin di
Provinsi Jawa Tengah
dan juga dari hasil jumlah
pertumbuhan penduduk
miskin di Provinsi Jawa
Tengah dapat ditekan
dengan memeperkecil
ketimpangan distribusi
pendapatan yang
ditunjukkan dengan
menurunnya nilai indeks
gini dan indeks
williamson.
3. Okta Ryan Pranata
Yudha (2013) Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi,
Upah Minimum, Tingkat
Pengangguran Terbuka
dan Inflasi Terhadap
Kemiskinan di Indonesia
Model
Regresi
Linier Data
Panel
Dari hasil regresi data
panel membuktikan
bahwa dari penelitian
menunjukkan bahwa
variabel pertumbuhan
ekonomi berpengaruh
negatif dan signifikan
terhadap kemiskinan,
upah minimum
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
kemiskinan,
pengangguran terbuka
berpengaruh negatif dan
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signifikan terhadap
kemiskinan, dan inflasi
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
kemiskinan di Indonesia
B. Tinjauan Pustaka
1. Kemiskinan
Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan
kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam
arti luas. (Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu
intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan
(proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi
situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan
5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.
Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan
uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti
tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam
hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan
dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Kemiskinan
dibagi dalam empat bentuk, yaitu:
a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di
bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
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pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang
dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan
pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga
menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau
masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau
berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak
kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya
akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial
budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan
kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.
Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
a) Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya
alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
b) Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem
modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak
mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi
yang ada secara merata.
Menurut Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses penyebab
terjadinya kemiskinan, yaitu:
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a. Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan,
direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah
kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
b. Socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami kemiskinan
karena poal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena
tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi
ekspor.
c. Population growth, prespektif yang didasari oleh teori Malthus , bahwa
pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan
pangan seperti deraet hitung.
d. Resaurces management and the environment, adalah unsur
mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen
pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
e. Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam.
Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan
terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga
tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
f. The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena
masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan
penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
g. Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang
memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pda petani dan
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nelayan ketika panenj raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat
upacara adat atau keagamaan.
h. Exploatif inetrmediation, keberadaan penolong yang menjadi
penodong, seperti rentenir.
i. Inetrnal political fragmentation and civil stratfe, suatu kebijakan yang
diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat
menjadi penyebab kemiskinan.
j. Interbational processe, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme
dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.
2. Teori Kemiskinan
Teori pembangunan yakin masalah kemiskinan akan teratasi
dengan sendirinya melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi. Bahkan
Kuznets berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan merupakan syarat
keharusan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi pada awal
pertumbuhan ekonomi tingkat kesenjangan ekonomi makin tinggi sampai
pada tingkatan tertentu baru menurun. Teori Harrod-Domar juga
menyatakan demikian, dimana untuk pertumbuhan yang tinggi diperlukan
akumulasi modal (capital) melalui tabungan (saving). Komponen
masyarakat yang mampu menabung adalah kelompok orang kaya, bukan
dari kelompok orang miskin. Sehingga pertumbuhan ekonomi hanya dapat
dimotori oleh kelompok masyarakat yang mampu memupuk modal.
(Todaro; 2002)
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Menurut (Arsyad; 1999) ada dua lingkaran perangkap kemiskinan,
yaitu dari segi penawaran (supply) dimana tingkat pendapatan masyarakat
yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah
menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah.
Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat
pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi)
yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian
tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi
permintaan (demand), di negara-negara yang miskin perangsang untuk
menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk
berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena
pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat
rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari
tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan
modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk
menanamkan modal dan seterusnya.
Indikator kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu
persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf),
kesehatan (angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi),
ketenagakerjaan dan ekonomi (konsumsi per kapita). Untuk menentukan
seseorang dapat dikatakan miskin atau tidak maka diperlukan tolok ukur
yang jelas. Berbagai pendekatan atau konsep digunakan sebagai bahan
perhitungan dan penentuan batas-batas kemiskinan. (Prihatini; 2006)
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3. Faktor – Faktor Penyebab Kemiskinan
Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan
penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro,
kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan
sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan
kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam
kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah
berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah.
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan,
nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga
penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan
(vicious circle of poverty). Teori ini dikemukakan Kuncoro (2000), yang
mengatakan: a poor country is poor because it is poor (negara miskin itu
miskin karena dia miskin).
4. Mengukur Kemiskinan
Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan
didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100
kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili
pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi
nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional
dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan
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kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan
perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status
fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan.
Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan
dalam kondisi miskin.
Menurut Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah
pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram
konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan
perkotaan (Suryawati, 2005).
Daerah pedesaan:
a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai
tukar beras per orang per tahun.
b. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg
nilai tukar beras per orang per tahun.
c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg
nilai tukar beras per orang per tahun.
Daerah perkotaan:
a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai
tukar beras per orang per tahun.
b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg
nilai tukar beras per orang per tahun.
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c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg
nilai tukar beras per orang per tahun.
Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada
pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari
US$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin (Suryawati, 2005).
5. Konsep Kemiskinan
Sahdiuah Ada tiga macam konsep kemiskinan (Usman, 2004),
yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif.
Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu
yang konkrit (a fixed yardstick). Masing-masing negara mempunyai
batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup
dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan.
Karena ukurannya dipastikan, konsep kemiskinan ini mengenal garis batas
kemiskinan.
Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan “the idea of
relative standard”, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan
waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan
daerah lainnya, dan kemiskinan pada suatu waktu berbeda dengan waktu
yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan
pertimbangan (in terms of judgement) anggota masyarakat tertentu dengan
berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep ini juga dikritik,
terutama karena sangat sulit menentukan bagaimana hidup yang layak itu.
Ukuran kelayakan ternyata beragam dan terus berubahubah. Layak bagi
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komunitas tertentu boleh jadi tidak layak bagi komunitas lain, demikian
juga layak pada saat sekarang boleh jadi tidak untuk mendatang.
Sedangkan kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan
kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal a fixed yardstick,
dan tidak memperhitungkan the idea of relatives standard. Kelompok yang
menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak
menganggap dirinya sendiri miskin atau sebaliknya. Dan kelompok yang
dalam perasaan kita tergolong hidup dalam kondisi tidak layak, boleh jadi
tidak menganggap seperti itu. Oleh karenanya, konsep ini dianggap lebih
tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan
cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya.
6. Dimensi Kemiskinan
ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk
mendekati masalah kemiskinan (Usman, 2004), yaitu perspektif kultural
(cultural perspective) dan perspektif struktural atau situsioanl (situational
perspective). Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga
tingkat analisis, yaitu individual, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat
individual, kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut dengan a
strong feeling of marginality, seperti sikap parokial, apatisme, fatalisme,
atau pasrah pada nasib, boros, tergantung, dan inferior. Pada tingkat
keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar
dan free union or consensual marriages. Dan pada tingkat masyarakat,
kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin
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dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Mereka sering kali
mendapat perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai
subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang.
Sedangkan menurut perspektif situasional, masalah kemiskinan
dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan
akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital
antara lain mengejawantah dalam program-program pembangunan yang
dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (growth) dan kurang
memperhatikan pemerataan hasil pembangunan.
Secara sosiologis, dimensi struktural kemiskinan dapat ditelusuri
melalui “institutional arrangements” yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat kita. Asumsi dasarnya adalah bahwa kemiskinan tidak semata-
mata berakar pada “kelemahan diri”, sebagaimana dipahami dalam
perspektif kultural seperti diungkap di atas. Kemiskinan semacam itu
justru merupakan konsekuensi dari pilihan-pilihan strategi pembangunan
ekonomi yang selama ini dilaksanakan serta dari pengambilan posisi
pemerintah dalam perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi.
7. Karakteristik Penduduk Miskin
Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan
uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti
tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam
hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan
dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kelompok penduduk miskin
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yang berada pada masyarakat pedesaan dan perkotaan pada umumnya
dapat digolongkan pada buruh tani, pedagang kecil, buruh, pedagang kaki
lima, pedagang asongan, pemulung, pengemis, pengamen dan
pengangguran. (Suryawati; 2005)
Menurut Salim orang miskin memiliki lima karakteristik. Pertama,
mereka umumnya tidak mempunyai faktor produksi sendiri, seperti tanah
yang cukup, modal maupun keterampilan, sehingga kemampuan
memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. Kedua, tidak memiliki
kemungkinan memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri,
kemungkinan untuk dapat digunakan sebagai agunan. Ketiga, tingkat
pendidikan yang rendah karena waktunya habis dipakai untuk bekerja
mencari penghasilan. Pada usia sekolah, mereka itu harus membantu
orangtua disawah atau menjadi buruh tani. Keempat, kebanyakan tinggal
dipedesaan yang serba terbatas fasilitasnya atau desa tempat tinggalnya
terisolir. Kelima, mereka yang tinggal dikota tidak mempunyai tempat
tinggal yang layak dan juga tidak memiliki keterampilan, sehingga bekerja
apa adanya. (Salim; 1984)
8. Teori Upah Minimum
Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan
oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada
pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja. (Kaufman 2000, dalam
Dwi Kristanto) tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah
memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan
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kesejahteraan pekerja. Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per01/Men/1999 dan
UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :
Per01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah
yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang di maksud
dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima
pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan
kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu.
Menurut Rachman (2005), Tujuan penetapan upah minimum
dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan
upah minimum yaitu :
a. sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot.
b. mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di
perusahaan.
c. meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.
Sedangkan secara Makro,penetapan upah minimum bertujuan untuk :
a. pemerataan pendapatan
b. peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja
c. perubahan struktur biaya industri sektoral
d. peningkatan produktivitas kerja nasional dan peningkatan etos dan
disiplin kerja
e. memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka
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hubungan bipartite.
Upah minimum dapat dibedakan menjadi Upah Minimum Regional dan
Upah Minimum Sektoral :
1. Upah Minimum Regional
Menurut Rachman (2005), Upah Minimum Regional adalah
upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan
tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja
kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu.
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-O1/MEN/1999
tentang upah minimum, Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan
menjadi dua yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR tk.I) dan
Upah Minimum Reginal Tingkat II (UMR tk.II). Namun sesuai dengan
Kepetusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-
226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21
PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah
Minimum Regional Tingkat I (UMR tk.I) diubah menjadi  Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Tingakat II (UMR tk.II)
diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UM kab/kota).
2. Upah Minimum Sektoral
Menurut Rachman (2005), Upah minimum sektoral adalah
upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan
sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Per-
01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral
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dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I
(UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I I
(UMSR Tk. II). Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-
226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21
PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi perubahan
istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I)
menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah
Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi
Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMS kab/kota).
Variabel-variabel  yang mempengaruhi upah minimum regional
(UMR) Tingkat I dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor :Per-01/Men/1999, adalah sebagai beriku : kebutuhan hidup
minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan,
perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada
umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi
pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan
per kapita.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-
17/Men/VIII/2006 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai UU Nomor 13 Tahun
2003 Pasal 88 (4) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa
besaran upah minimum antara lain didasarkan pada tahap pencapaian
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KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan
keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu). Pada
pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum
dapat di operasionalkan.
a. Hubungan Upah Minimum Dengan Tingkat Kemiskinan
pengaruh antara Upah Minimum terhadap kemiskinan dipengaruhi
oleh adanya biaya sosial inflasi dimana biaya sosial inflasi membuat
seseorang semakin miskin. komplain terhadap inflasi adalah hal yang
umum, kita tahu bahwa Kenaikan dalam daya beli tenaga kerja berasal dari
akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Biasanya upah tak bergantung
pada beberapa banyak uang yang di cetak pemerintah. Jika pemerintah
menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang.
Para pekerja tidak akan melihat upah mereka naik lebih cepat. Padahal
ketika inflasi lebih lambat perusahaan atau sedikit menaikkan harga
produk mereka setiap tahun dan akibatnya akan memberi para pekerja
kenaikan Upah minimum yang lebih kecil (Waluyo, 2007)
9. Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau
timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan
penduduknya (Dumairy, 1999).
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Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu;
distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang
diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi
kepemilikan faktorfaktor produksi (Todaro, 2000).
Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil
pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing
orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan
penduduknya.
Menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincoln
Arsyad, 1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau
ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang :
1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya
pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara
proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal
(Capital Insentive), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja
tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang
berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
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6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan
kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-
usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi Negara Sedang
Berkembang dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai
akibat ketidak elastisan permintaan Negara-negara maju terhadap
barang-barang ekspor Negara Sedang Berkembang.
Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya
hasil pembangunan suatu daerah atau Negara baik yang diterima
masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor
produksi dikalangan penduduknya.
Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau
mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, dapat
digunakan kategorisasi dalam kurva Lorenz atau menggunakan
koefisien Gini.
a. Kurva Lorenz
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif
pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini
terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya
melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan
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sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya
sendiri ditempatkan pada diagonal utamabujur sangkar tersebut.
Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus)
menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata.
Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin
lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk,
distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.
(Arsyad,1997)
Gambar 2.1 Kurva Lorenz
Sumber : (Arsyad,1997)
b. Indeks Gini
Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini
ratio dikemukakan oleh C.GINI yang melihat adanya hubungan
antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau
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individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran
pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai
dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya
ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu
menunjukkan ketimpangan yang tinggi.
Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :
( Putra,2011)
Keterangan :
G = Gini Ratio
Pi = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i
Qi = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i
Qi-1 = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i
k = Banyaknya kelas pendapatan
G < 0.3 = artinya ketimpangan rendah
0.3 ≤ G ≤ 0.5 = artinya ketimpangan sedang
G > 0.5 = artinya ketimpangan tinggi
Nilai  Gini  antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan
tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai  Gini
maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.
c. Hubungan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan
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Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya
ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti
masalah pembangunan, terutama di Negara Sedang Berkembang.
Melalui pembahasan yang mendalam mengenai masalah
ketidakmerataan dan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk
menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti
pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan,
pendidikan, dan sebagainya. Menurut Arsyad (1997), cara yang
sangat sederhana untuk mendekati masalah distribursi pendapatan
dan kemiskinan adalah dengan menggunakan kerangka
kemungkinan produksi.
Menurut Todaro (2000), Pengaruh antara ketimpangan
distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya
peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung
berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka
yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki
jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi
perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin
memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan
atau kesejahteraan.
Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya
ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan
menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
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C. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan
penulis, dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh upah
minimum dan distribusi pendapatan pada Kabupaten/Kota terhadap jumlah
penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
Berikut gambar pemikiran yang skematis :
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran
Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa upah
minimum secara tidak langsung mempengaruhi terhadap kemiskinan
dimana upah ini digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup.
Tujuan utama penetapan upah minimum adalah meningkatkan
kesejahteraan dan melindungi pekerja. Upah minimum merupakan
cerminan pendapatan yang diterima pekerja dengan adanya kenaikan
tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung juga
sangat mempengaruhi terhadap kemiskinan karena Ketimpangan
Upah Minimum
Distribusi
Pendapatan
Pendapatan di
bawah Garis
Minimum
Kemiskinan
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pembangunan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai
bentuk, aspek, dan dimensi. Seperti ketimpangan hasil pembangunan
misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan
ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Munculnya
kawasan-kawasan slumps (kumuh) di tengah beberapa kota besar, serta
sebaliknya hadirnya kantong-kantong pemukiman mewah di tepian kota
atau bahkan di pedesaan adalah suatu bukti nyata ketimpangan yang
terjadi. Perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan bukti lain dari
ketimpangan.
D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil
untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang
sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud
merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.
Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan
berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan
penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :
H1: Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dipengaruhi oleh Upah
Minimum dan Distribusi Pendapatan selama tahun 2010-2014.
